PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.0O7/MEN/1V/2011
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

. a

Memperhatikan :

Menetapkan

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigras Nomor PER.12/MEN/VI111/2010 tentang Organisas dan Tata
Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigras, maka perlu
menyempurnakan dan menata kembali Organisas dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigras;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisas Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan
Fungs Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungs
Eselon | Kementerian Negara;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigras Nomor PER.
12/MEN/VI111/2010 tentang Organisas dan Tata Kerja Kementerian Tenaga
Kerjadan Transmigras;

Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas
Birokras Nomor: B-884/M.PAN-RB/03/2011 tanggal 24 Maret 2011;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Dl

LINGKUNGAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisas yang bersifat
mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigras.

Organisas yang bersifat mandiri adalah satuan kerja yang diberikan kewenangan mengelola
kepegawaian, keuangan dan perlengkapan sendiri dan tempat kedudukannya terpisah dari
organisasi induk.

Tugas teknis operasona adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis di bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan
masyarakat.

Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis di bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigras.

BAB Il
JENIS UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 2

UPT di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigras terdiri atas.

—RT T SQ@ 00T

(1)

(2)

Balal Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri;
Balal Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri;
Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja;

Balal Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian;
Balal Besar Latihan Kerja Industri;

Balai Besar Peningkatan Produktivitas;

Balal Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

Balal Besar Latihan Ketransmigrasian;

Balai Latihan Kerja Industri;

Balal Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

Balal Latihan Transmigrasi; dan

Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produks Ketransmigrasian.

BAB IlI
BALAI BESAR

Bagian Kesatu
Balal Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungs

Pasal 3

Bala Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri adalah UPT di bidang
pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga
pelatihan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan
Pelatihan dan Produktivitas.

Balal Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.
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Pasal 4

Bala Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan
pelatinan, uji kompetens, sertifikas dan pelayanan konsultasi di bidang pengembangan pelatihan
tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.

Pasal 5

Daam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Besar Pengembangan
Latihan Kerja Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

a

penyusunan rencana, program dan anggaran, uji kompetens, dan sertifikas di bidang
pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga
pelatihan;

pelaksanaan pelatihan, uji coba pelatinan, validas program dan materi pelatihan, uji
kompetens, dan sertifikas di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta
pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan;

pelayanan konsultasi, promos, pemasaran dan kerjasama kelembagaan di bidang
pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga
pelatihan;

koordinas dengan lembaga-lembaga pelatihan di bidang pengembangan pelatihan tenaga
kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan;

evaluas dan penyusunan laporan di bidang pengembangan pelatinan tenaga kerja dalam
negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; dan

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Paragraf 2
Susunan Organisas

Pasal 6

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri terdiri atas:

a

b.
C.
d

Bagian Tata Usaha dan Keuangan,

Bidang Program dan Evaluas;

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, keuangan
dan rumah tangga Balal Besar.

Pasal 8

Daam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha dan
Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a

b.

C.

pelaksanaan urusan keuangan,
pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
pelaksanaan urusan kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha dan Keuangan terdiri atas:

a

b.

Subbagian Keuangan; dan
Subbagian Kepegawaian dan Umum.
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Pasal 10

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan tata usaha
keuangan.

(2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian,
kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 11

Bidang Program dan Evaluas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan
anggaran serta pelaksanaan evaluas dan penyusunan laporan di bidang pengembangan pelatihan
tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.

Pasal 12

Daam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Program dan Evaluas

menyelenggarakan fungsi:

a.  penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja
dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan;

b. penyusunan bahan pelatihan, uji kompetens, dan sertifikas di bidang pengembangan
pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan;

c. pengelolaan, penygjian data dan informas di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja
dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan; dan

d. evauas dan penyusunan laporan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam
negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.

Pasal 13
Bidang Program dan Evaluas terdiri atas:
a.  Seks Program; dan
b. Seks Evaluas dan Pelaporan.

Pasal 14

(1) Seks Program mempunya tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran,
bahan pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikas di bidang pengembangan pelatihan tenaga
kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.

(2) Seks Evauas dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan, penyajian data dan
informas serta evaluas dan penyusunan laporan di bidang pengembangan pelatihan tenaga
kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.

Pasal 15

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan pelatinan, uji coba
pelatihan, uji kompetens, sertifikas, pelayanan konsultasi, promos dan pemasaran, koodinas
serta kerjasama kelembagaan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta
pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.

Pasal 16

Daam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penyelenggaraan dan

Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:

a pelaksanaan pelatihan, uji kompetens, uji coba pelatihan, dan sertifikas di bidang
pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga
pelatihan;
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pelayanan konsultasi, promos dan pemasaran serta kerjasama kelembagaan di bidang
pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri  serta pemberdayaan instruktur dan
tenaga pelatihan dalam negeri;

koordinas dengan lembaga-lembaga pelatihan di bidang pengembangan pelatihan tenaga
kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatinan; dan

pemberdayaan lembaga pelatihan di bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam
negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.

Pasal 17

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan terdiri atas:

a
b.

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)

Seks Penyelenggaraan; dan
Seks Pemberdayaan.

Pasal 18

Seks Penyelenggaraan mempunyal tugas melakukan penyigpan bahan pelatihan, uji
kompetens, uji coba pelatihan, dan sertifikas di bidang pengembangan pelatinan tenaga kerja
dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.

Seks Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan pelayanan konsultasi, promos dan
pemasaran, kerjasama kelembagaan, koordinas serta pemberdayaan lembaga pelatihan di
bidang pengembangan pelatihan tenaga kerja dalam negeri serta pemberdayaan instruktur dan
tenaga pelatihan.

Paragraf 3
Eselonisas dan Lokas

Pasal 19
Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri adalah jabatan struktural
eselon I1.h.
Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon 111.b.
Kepala Subbagian dan Kepala Seks adalah jabatan struktural eselon 1V .b.

Pasal 20

Balal Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri berlokas di Bandung.

Bagian Kedua
Balal Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungs

Pasal 21

(1) Baa Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri adalah UPT di bidang pengembangan

pelatihan tenaga kerja luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan
Produktivitas.

(2) Baa Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.
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